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ABSTRAK
Sahputra Jaya. Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Pembahasan Dan Pengkajian Usulan Upah Minimum Kabupaten Probolinggo Tahun 2015. Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan.
Bahwa sebagian besar permasalahan antara Pengusaha dan Buruh adalah masalah pengupahan. Apabila dicermati pada perjanjian pemberian pekerjaan, maka terdapat rumusan pasal 1601a KUH Perdata sebelum penghapusan, jelas dinyatakan bahwa  pihak buruh mengikatkan dirinya dengan pihak majikan dan bersedia menjalankan perintahnya untuk melakukan pekerjaan selama waktu tertentu dengan menerima upah. Dengan kata lain bila buruh tidak setuju lagi terhadap besaran upahnya, maka buruhlah yang harus meminta pembatalan perjanjian. apabila perusahaan yang ada di wilayah ini dipaksa untuk menaikkan upah buruhnya, bisa jadi pengusaha akan kesulitan, atau apabila Dewan Pengupahan menemui adanya  upah rendah yang memang telah disepakati dan akan ditentukan Upah yang standar dengan KHL, maka Pengusaha yang ada di wilayah tertentu akan  bangkrut dan menghilangkan kesempatan kerja buruh lokal. Berangkat dari permasalah itu maka tim peneliti melakukan sebuah kajian terhadap Eksistensi Dewan Pengupahan khususnya Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo dalam pembahasan dan pengkajian usulan upah minimum Kabupaten Probolinggo.
Adapun Rumusan masalah dalam penelitian kali ini meliputi Bagaimana proses pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten dalam menjalankan perannya sebagai pihak yang memberikan saran, pertimbangan dalam merumuskan besaran komponen pengupahan bagi buruh di Kabupaten Probolinggo dan Bagaimana Kompetensi Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo sehubungan dengan perannya dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten yang akan diusulkan kepada Bupati. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui proses pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo hingga menjalankan perannya sebagai pihak yang memberikan saran, pertimbangan  dalam merumuskan besaran komponen pengupahan bagi buruh di Kabupaten Probolinggo dan ingin mengetahui kompetensi Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo sehubungan dengan perannya dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten yang akan diusulkan kepada Bupati.
Dalam penelitian ini terdapat Variabel Independen, yang meliputi Eksistensi Dewan Pengupahan Kabupaten Kabupaten Probolinggo dan Variabel Dependen Upah Minimum Kabupaten Probolinggo. Indikator Variabel Dependen meliputi Saran, Pertimbangan dan Rumusan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo, sedangkan indikator variable Independen  berkaitan dengan Upah beserta komponen-komponennya, baik upah lembur, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan sebagainya.
Bahwa proses pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo hingga menjalankan  perannya sebagai pihak yang memberikan  saran, pertimbangan dan merumuskan besaran komponen pengupahan bagi buruh di Kabupaten Probolinggo, dilakukan atas usulan Bupati Probolinggo dengan Komposisi 2 orang dari unsur Pemerintah, 1 orang dari unsur Serikat Buruh/ Pekerja dan 1 orang dari unsur Asosiasi Majikan/ Pengusaha.

Bahwa Kompetensi Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo  sehubungan dengan perannya masih kurang maksimal dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten yang akan diusulkan kepada Bupati, mengingat yang berperan utama adalah Buruh dan Pengusaha sendiri sesuai dengan kemampuan kerja buruh dan perusahaan.
Dari kesimpulan diatas hal yang dapat disarankan adalah bahwa unsur Majikan/Pengusaha haruslah diambil dari Majikan/Pengusaha yang memiliki kemampuan manajemen yang mumpuni atau mampu, karena apabila unsur Pengusaha/Majikan hanya diwakili oleh Majikan/Pengusaha yang kurang mampu akan dapat berpengaruh pada penentuan besaran upah dan penerapan sistem pengupahan.

Pertimbangan yang berkaitan dengan penarikan Wakil Buruh/Pekerja juga seyogyanya bukan Buruh/Pekerja yang terbiasa hidup mewah, melainkan harus diupayakan untuk mencari Buruh/Pekerja yang benar- benar mewakili keadaan Buruh/ Pekerja yang sebenar-benarnya memiliki kebutuhan minimum. Maksudnya kebutuhan minimum Buruh/Pekerja yang satu dengan yang lainnya akan berbeda sesuai dengan kebiasaan hidupnya selama ini.

Dalam penentuan KHL juga perlu dikelompokkan kebutuhan Buruh/Pekerja yang harus dipenuhi secara bulanan, tiga bulan sekali, enam bulan sekali dan satu tahun sekali atau lebih, yang masing-masing di rata-rata sendiri untuk kemudian ditambahkan. Sebagaimana diketahui yang bisa dirata-rata hanyalah sesuai yang memiliki kesamaan, yang mengandung perbedaan tidak mungkin dapat ditarik rata- ratanya.

Kata Kunci
: Eksistensi Dewan Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
Latar Belakang

Salah satu rangkaian modal dari suatu perusahaan, adalah  buruh atau tenaga kerja, di samping modal dan lainnya. Yang dimaksud adalah bahwa buruh atau pekerja harus pula memperoleh perhatian dari pihak pengusaha, karena sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk, apabila terjadi permasalahan pada buruh atau pekerja yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,  atau yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha yang bukan miliknya, atau yang ada di Indonesia yang mewakili perusahaan baik milik sendiri atau bukan  milik sendiri yang ada di luar negeri.
 Dengan demikian, ada kekuasaan utama pada perorangan, persekutuan atau badan hokum
 yang menjalankan perusahaan sendiri, bukan milik sendiri atau yang ada di luar negeri.

Di sisi lain yang dimaksudkan dengan Buruh/ pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 Dengan demikian di dalam perjanjian kerja terdapat  Majikan/ Pengusaha di satu sisi dan Buruh/ pekerja di sisi lain. Sebenarnya kedua belah pihak ini sudah melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yang satu membayar upah yang lainnya menerima upah. Besar kecilnya upah sudah disepakati saat dimulainya perjanjian. Yang memegang peranan utama dan penting hanya kedua belah pihak tersebut. Namun demikian, oleh karena pada suatu ketika salah satu pihak melakukan kecurangan, wanprestasi atau sejenisnya, mulailah diperlukan pihak ketiga. Pihak ini pada mulanya adalah Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Pada akhirnya permasalahan berkembang menjadi suatu situasi di mana Serikat Buruh/Pekerja melawan Organisasi/Asosiasi Majikan/Pengusaha. Apabila antara kedua belah pihak yang menjadi sama kuatnya ini berhadapan, maka diperlukan Pihak ketiga yang dapat menyelesaikan semua permasalahan yang muncul, salah satunya adalah Pembentukan Dewan Pengupahan atas usulan Pemerintah, yang di dalamnya  terdapat unsur  Pemerintah, Buruh/Pekerja dan Majikan/ Pengusaha.

Serikat Pekerja/serikat buruh, adalah  organisasi yang dibentuk  dari, oleh dan untuk Pekerja/Buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka dan mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela dan melindungi kepentingan dan kepentingan pekerja atau buruh  serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya.

Dengan demikian, sudah ada Pengusaha/Majikan, atau Asosiasi Pengusaha, Buruh/Pekerja atau Serikat Buruh dan Pemerintah. Namun  dengan berjalannya waktu, hubungan antara pengusaha dan buruh tidak harmonis lagi, sehingga buruh membuat Serikat Buruh. Keadaan ini menjadikan Pengusaha juga membuat serikat atau Asosiasi Majikan/ Pengusaha, yang kadangkala tidak secara transparan, yang pada akhirnya apabila terjadi permasalahan, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas,  ada dua kelompok besar, yaitu Asosiasi Majikan/Pengusaha dan Serikat Buruh/Pekerja. Pada umumnya berkisar utamanya pada masalah besaran upah buruh/pekerja. Apabila sudah demikian, maka diperlukan lembaga atau pihak ketiga untuk menyelesaikannya, diantaranya  adalah Mediator Industrial yaitu Pegawai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator yang ditugaskan oleh Menteri, dalam hal ini menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
.

Ternyata karena kecurangan atau keserakahan salah satu pihak tetap saja jadi penyebab perselisihan yang berkaitan dengan pengupahan buruh, yang kadangkala memerlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya. 

Dengan kenyataan di atas, pada akhirnya dapat dipahami, bahwa sebagian besar permasalahan antara Majikan/ Pengusaha dan Buruh/ Pekerja adalah masalah pengupahan. Namun demikian, posisi dari Dewan Pengupahan perlu dipertanyakan, karena yang berperan pokok dalam penentuan upah adalah kesepakatan antara Pihak Buruh/Pekerja dan  Majikan/Pengusaha, yang tentunya buruh sudah menyesuaikan dengan kebutuhan fisik minimumnya, sedangkan Pengusaha sudah mempertimbangkan keseluruhan cost of product-nya.  Memang, kedua unsur tersebut terdapat dalam Struktur Dewan Pengupahan, akan tetapi apakah buruh/pekerja yang ada sudah terwakili. Misalnya: banyak buruh yang terbiasa hidup berkecukupan, yang apabila harus didudukkan pada Dewan Pengupahan, maka kriteria upah yang disarankan akan lebih tinggi dari upah Buruh/pekerja yang biasa.

Lebih jauh dikatakan, ada buruh/pekerja yang terbiasa bekerja pada perusahaan yang besar, ada yang terbiasa bekerja pada perusahaan menengah atau perusahaan kecil. Dengan keadaan tersebut, maka usulannya tentang upah minimum juga akan berbeda.

Perusahaan sendiri juga demikian, ada perusahaan yang produknya benar-benar laris, lokasinya di kota sehingga mudah transportasi, namun ada yang sebaliknya, terjualnya produk masih nunggu waktu, lokasinya jauh dari kota, transportasi sulit dan lain sebagainya.

Adakalanya, kebutuhan buruh/pekerja ada yang harus dipenuhi, misalnya pangan, papan dan sandang ada pula yang memerlukan waktu yang lama baru dibutuhkannya. Apabila komponen ini harus menjadi bahan penentuan Upah Minimum juga harus diadakan perbedaan yang teliti.

Apabila terdapat peranan pihak ketiga, yang sama sekali tidak memiliki ikatan apapun dengan Pihak Majikan/Pengusaha dan Buruh/ Pekerja, walaupun pada akhirnya juga dilibatkan, maka tentunya akan menimbulkan permasalahan yang cukup serius, karena di satu sisi buruh/ pekerja sudah sepakat menjalankan pekerjaannya dengan upah yang dijanjikan, sedangkan pengusaha sudah berjanji akan menerima pekerjaan buruh dengan membayar upahnya
 Ini yang disebut dengan Perjanjian Perburuhan.

Sebenarnya dengan jelas dapat diketahui, apabila seseorang akan memperkerjakan orang lain, siapa yang menentukan upahnya. Hal ini dengan jelas hanya bisa dilakukan oleh pihak buruh dengan pengusaha. Hanya saja perjanjian semacam ini tidak diikuti dengan perjanjian yang berkaitan dengan perkembangan pekerjaan atau keadaan buruh dan perkembangan atau keadaan perusahaan.

Apabila dicermati dari hasil perjanjian mengenai upah antara pengusaha dan buruh, maka dengan jelas merupakan Hak Privilege dari keduanya dan tidak akan mungkin diintervensi oleh pihak lain, namun hal yang semacam ini dewasa ini disimpangi, yaitu adanya pihak ketiga yang  mencoba untuk menentukan besaran upah bagi buruh, yaitu Pihak Pemerintah melalui Dewan Pengupahan. 

Dengan kenyataan di atas, maka ada kemungkinan akan terjadi permasalahan, diantaranya adalah mampukah pihak pengusaha memenuhinya?  Atau apakah buruh dengan bidang-bidang peroduk tertentu, dengan masa kerja yang berbeda, dengan Income  perusahaan yang berbeda, pada wilayah yang berbeda dipersamakan upahnya. Yang dimaksudkan ada kemungkinan di wilayah Jawa Timur terjadi strata kemampuan pengusaha yang berbeda-beda, bahkan ada yang jauh berbeda besaran kemampuannya untuk membayar upah.

Di suatu Kabupaten, Dewan Pengupahan Kabupaten juga harus mempertimbangkan pengusaha yang ada di wilayah yang berbeda, karena berkaitan dengan  jarak lokasi pemasaran, atau jenis produk yang dihasilkan yang dapat laku dengan segera atau tidak, juga harus mempertimbangkan apakah buruhnya hanya worker atau memang skill dan lain sebagainya. Dengan kata lain di dalam wilayah Kabupaten bisa saja terjadi penentuan upah yang sangat rendah bagi suatu wilayah, akan tetapi cukup tinggi bagi wilayah lainnya. Misalnya suatu perusahaan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tiris dengan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Gending.

Apabila dicermati pada perjanjian pemberian pekerjaan, maka terdapat rumusan pasal 1601a KUH Perdata sebelum penghapusan, jelas dinyatakan bahwa  pihak buruh mengikatkan dirinya dengan pihak majikan dan bersedia  menjalankan perintahnya untuk melakukan pekerjaan selama  waktu tertentu dengan menerima upah
 Dengan kata lain apabila buruh tidak setuju lagi terhadap besaran upahnya, maka buruhlah yang harus meminta pembatalan perjanjian.

Perusahaan merupakan suatu Rechtspersoon atau Badan Hukum yang di samping bertindak sebagai Subyek Hukum, juga memiliki kebutuhan untuk melestarikan kelangsungan hidupnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka segala usaha harus dilakukan, utamanya untuk memproduksi atau menghasilkan suatu benda atau jasa yang diminati oleh sebagian besar warga masyarakat domestik atau dunia. Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pasar dalam negeri saja, tetapi harus mulai melebarkan sayapnya hingga wilayah-wilayah luar negeri yang jauh. Yang harus dilakukan dalam hal ini adalah kewajiban memiliki pengetahuan tentang selera pasar luar negeri. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin maju dan tidak kalah bersaing dalam era pasar global, harus mengetahui seluruh selera masyarakat dunia ini, walaupun masing-masing negara memiliki selera yang berlainan. 

Dengan demikian, suatu perusahaan Indonesia yang akan eksis selamanya, di samping memiliki modal yang besar, juga memiliki pekerja-pekerja yang ahli dan tangguh. Tenaga kerja yang ahli dan dapat memenuhi sebagian besar selera masyarakat dunia, jarang sekali berasal dari Indonesia, walaupun tidak menutup kemungkinan keberadaannya, sehingga langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, adalah kewajiban untuk mensejahterakan buruh atau pekerjanya. Dan kenyataan ini semakan lama  menjadi semakan menjadi suatu hal yang harus dilakukan, karena Indonesia harus menghadapi era Globalisasi  dalam rangka  Modernisasi.

Pada masa Hukum Perburuhan di Indonesia dan di dalam berbagai literatur hukum perburuhan yang ada di Indonesia ini upaya meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja menjadi salah satu kewajiban utama dalam perusahaan. Dalam ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan  yang adapun demikian juga, kewajiban majikan terhadap buruhnya juga merupakan hal yang sangat penting.

Namun demikian seringkali dilupakan tentang pihak yang berhak menentukan besaran upah dalam suatu perjanjian kerja. Hal ini disebabkan karena buruh mengetahui benar tentang kemampuan dalam menjalankan pekerjaan dan posisinya, sedangkan pengusaha mengetahui kemampuan keuangan dan posisinya

Buruh akhirnya membentuk Serikat Buruh dan Pengusaha walaupun kadangkala tidak secara transparan juga mempunyai Serikat Pengusaha, sehingga keadaannya menjadi semakan sulit. Buruh yang merasa kuat berusaha menekan pengusaha agar menaikkan buruhnya, sedangkan pengusaha berdasarkan kemampuan keuangan dan prediksi pemasaran berusaha mempertahankan diri untuk tidak menaikkan upah bagi buruhnya. Persengketaan ini semakan serius yang terwujud dari seringnya demo buruh  dengan tuntutan untuk menaikkan upah. Seolah-olah menjadi kebalikan, bahwa Pengusaha harus tunduk pada buruh, padahal pada awal perjanjian, buruhlah yang harus menjalankan perintah pengusaha. Pengusaha menentukan upah buruhnya sudah berdasarkan perhitungan yang matang agar tidak terjadi bangkuik  atau kebangkrutan.

Melihat kenyataan di atas, maka Pemerintah berusaha mengintervensi penyelesaiannya, padahal perbuatan ini tidak selayaknya dilakukan.

Karena keadaan di atas, maka muncullah beberapa peraturan yang akan menjadi ketentuan organik  di bidang pengupahan, yaitu :

a. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan, menentukan, bahwa  untuk memberikan saran, pertimbangan dan  merumuskan kebijakan pengupahan yang  ditetapkan oleh Pemerintah serta untuk  pengembangan sistem pengupahan Nasional dibentuk Dewan Pengupahan Propinsi dan Kabupaten/ Kota

Nampak, bahwa posisi Dewan Pengupahan pada sisi lain adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap penentuan besarnya upah, tetapi saran dan pertimbangan tersebut diikuti dengan merumuskan, sehingga seolah-olah Dewan Pengupahan ini menjadi  penentu upah yang harus diputuskan oleh Pemerintah, baik Nasional, Propinsi maupun Kabupaten.

Padahal apabila ditelurusuri lebih jauh, di dalam wilayah Kabupaten juga tidak sama kemampuan keuangan para pengusahanya atau tidak sama dalam membayar  cost of product, seperti transport yang jauh, barang yang tidak segera laku di pasaran, atau modal yang tidak begitu besar dan sebagainya.

b. Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, menyatakan 
1. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan  seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1  (satu) bulan.  

2. Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan  sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. 

3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Bupati/Walikota yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada  Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan upah minimum  dan  penerapan sistem pengupahan di  tingkat  Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan  sistem  pengupahan nasional. 
c. Pasal 3 

1) Nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survey harga  yang  dilakukan secara berkala. 

2) Kualitas dan Spesifikasi teknis masing-masing komponen dan jenis KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati sebelum survey dilaksanakan dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi atau Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.  

3) Survey  dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau  Dewan Pengupahan 

4) Kabupaten/Kota dengan membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur  perguruan tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat. 

5) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, kesulitan yang semakin besar tanpa sengaja telah dibuat oleh Pemerintah, karena penentuan upah yang seharusnya Bipartit dirubah menjadi Tripartit, atau adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam hal ini Dewan Pengupahan.

Dinyatakan pula bahwa Dewan Pengupahan memang mengadakan survey  ke perusahaan, buruh dan lingkungan kehidupan buruh, akan tetapi sekali lagi dikatakan, bahwa apabila terdapat upah yang sangat rendah, karena terjadi perjanjian antara Pengusaha dan Buruh atas dasar Pengusaha melakukannya karena kemampuan keuangannya, sedang buruh menyetujui besaran upahnya karena kebutuhan fisik minimum di mana buruh bertempat tinggal memang masih rendah, misalnya  beras masih murah di wilayahnya karena tidak terjadi pemasaran beras ke luar daerah, sedangkan lauknya bisa mengambil dari tanaman di sekitar rumahnya dan sebagainya, sehingga apabila perusahaan yang ada di wilayah ini dipaksa untuk menaikkan upah buruhnya, bisa jadi pengusaha akan kesulitan, atau apabila  Dewan Pengupahan menemui adanya  upah rendah yang memang telah disepakati dan akan ditentukan Upah yang standar dengan KHL, maka Pengusaha yang ada di wilayah tertentu akan  bangkrut dan mehilangkan kesempatan kerja beberapa buruh lokal.

d. Pada pasal 1 angka 5 dan 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah minimum Kabupaten/ Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, ditentukan bahwa  Angka 5: Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah nilai Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Angka 6: Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai ruang lingkup secara sektoral.
 

Ketentuan di atas memang untuk mengatasi permasalahan, apabila di wilayah Kabupaten sendiri terdapat banyak perbedaan kemampuan keuangan antara Perusahaan yang satu dengan Perusahaan yang lainnya, akan tetapi survey harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak mungkin merupakan survey yang hanya didasarkan pada beberapa sampel saja.
Dengan demikian akan semakin sulit posisi dan kedudukan Dewan Pengupahan, utamanya dalam hal :

a. Adanya permintaan dari buruh kepada Pemerintah untuk menaikkan upah.
b. Adanya Dewan pengupahan yang ditugaskan untuk melakukan survey dan memberikan saran terhadap besaran upah.
c. Adanya kondisi pada suatu Kabupaten yang mana kemampuan keuangan perusahaannya saling berbeda demikian pula kebutuhan fisik minimum buruhnya juga berbeda, bahkan ada yang termasuk upah minimum akan tetapi bujruhnya sudah sepakat karena kebutuhan hidupnya juga tidak tinggi, dalam hal ini hidup di daerahnya sendiri.

Dengan demikian, seharusnya penentuan upah buruh didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana awal perjanjian kerja yang ditentukan dalam pasal 1601a KUH Perdata, karena pengusaha dan buruhnya benar-benar memahami keadaannya, namun adanya Serikat Buruh merusak hubungan yang baik yang telah dibangun sebelumnya antara Buruh dengan Majikan.
Buruh mencari kerja dan Majikan memberinya kerja, dengan syarat buruh harus patuh pada Majikan, bukannya Majikan yang harus dipaksa untuk melanggar kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.
Sehingga apabila dewasa ini terdapat Dewan Pengupahan Kabupaten, maka tugasnya memang dapat dijalankan akan tetapi kepastian hukumnya akan sangat rendah, karena yang bersangkutan tidak terlibat secara intern akan tetapi hanya merupakan pihak ketiga yang tidak berkompeten.
Hal inipun terjadi juga terhadap kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo yang tentu saja proses ini akan terus menjadi  evaluasi setiap tahunnya sehingga kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten  Probolinggo tidak lagi di dominasi oleh perwakilan pengusaha dan buruh saja.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana proses pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten dalam menjalankan perannya sebagai pihak yang memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan besaran komponen pengupahan bagi buruh di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana Kompetensi Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo  sehubungan dengan perannya dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten yang akan diusulkan kepada Bupati, mengingat yang berperan utama adalah Buruh dan Pengusaha sendiri sesuai dengan kemampuan kerja buruh dan perusahaan?

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pengupahan dan Berbagai Ragamnya

Pada dasarnya, di dalam suatu Perusahaan seorang Pengusaha (Majikan) yang mempekerjakan seseorang atau beberapa orang dalam menjalankan usahanya memiliki hak untuk menerima hasil kerja dari Buruh (Karyawan)-nya yang mengadakan perjanjian kerja dengannya, akan tetapi seorang Pengusaha (Majikan) juga memeiliki kewajiban untuk memberi imbalan kepada karyawannya, baik yang berupa upah, berupa jaminan kesehatan, jaminan keamanan kerja, jaminan untuk cuti dan lain sebagainya. Karyawan (Buruh) sendiri wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dengan imbalan berupa hak untuk memperoleh upah dan jaminan-jaminan yang telah dikemukakan di atas.

Pada dasarnya, jenis pekerjaan dan segala sesuatunya, serta bentuk upah dengan segala sesuatunya, telah diperjanjian terlebih dahulu saat perjanjian untuk melakukan pekerjaan diawali. Dengan kata lain, tidak mungkin kemampuan untuk memberikan upah oleh Pengusaha ditentukan oleh orang lain, atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh Karyawan ditentukan oleh pihak lain. Kedua belah pihak ini memiliki kemampuan secara hukum untuk memutuskan kehendaknya, sepanjang telah disepakati pada perjanjian kerja yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dimulai. 

Sebenarnya apabila seorang Pengusaha keberatan terhadap upah yang diminta seorang Karyawan, maka ia berhak untuk tidak menyetujui hal tersebut dan tidak mempekerjakan Karyawan yang bersangkutan, sebaliknya apabila seorang Karyawan tidak menyetujui terhadap upah yang akan dibayar oleh Pengusaha, maka ia berhak untuk tidak menerima pekerjaan yang diberikan.

Perkataan Upah hanyalah salah satu persamaan dari gaji, bayaran, ongkos dan sejenisnya yang memang diperjanjikan terlebih dahulu. Menurut Iman Soepomo, suatu perjanjian kerja adalah “Suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, Majikan, selama waktu tertentu dengan menerima upah”.

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, juga dinyatakan dengan jelas pada pasal 9 ayat e, yaitu “bahwa setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia berhak memperoleh upah sesuai dengan standard upah yang berlaku di Negara Tujuan”.

Upah, atau Gaji atau bayaran ini hanya merupakan sesuatu hal yang selalu diawali dengan perjanjian, dalam hal ini  perjanjian kerja, dan pada umumnya tidak boleh terjadi  Nering-beding atau pengaturan penggunaan upah oleh buruh.

Pada zaman  dahulu  Nering-beding  memang dimungkinkan, karena banyak terjadi pemabukan yang dilakukan buruh, demikian pula perjudian, foya-foya dan sebagainya, padahal seharusnya upah harus dipergunakan dengan prioritas satu sandang dan pangan, prioritas dua papan dan prioritas tiga transportasi. Tidak jarang buruh pada zaman dahulu hidup tanpa tempat tinggal tetap, makan tidak teratur, pakaian kusam dan kumal dan lain sebagainya. Pada dewasa ini adanya Nering-beding dapat membatalkan perjanjian kerja yang dibuat.

Defini upah sebagaimana yang dikemukakan pada pasal 1 huruf ke 30 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah Upah sebagai hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjang bagi Pekerja/ Buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.

Dengan demikian upaya penentuan upah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. Perjanjian

2. Kesepakatan

3. Peraturan Perundang-undangan.

Apabila pengupahan didasarkan pada Perjanjian, maka  Pengusaha dapat dengan jelas mengukur kemampuannya untuk membayar, sedangkan Pekerja/Buruh akan dapat mengukur besarnya upah dengan pekerjaan atau jasa yang akan dilakukannya. Apabila pengusaha merasa kurang mampu untuk membayar upah atau buruh/pekerja keberatan terhadap jenis pekerjaan yang harus dilakukannya, maka perjanjian kerja tidak akan terjadi.

Apabila suatu pengupahan didasarkan atas Kesepakatan, maka tidak akan terjadi permasalahan di kemudian hari, karena kedua belah pihak memang benar- benar telah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Apabila suatu pengupahan dilakukan dengan Peraturan Perundang- undangan, maka peraturan ini harus menjembatani  kepentingan buruh dan kemampuan Majikan/Pengusaha. Hal ini yang seringkali dipermasalahkan, baik yang berkaitan dengan Majikan atau Buruh yang tidak mampu membayar upah yang ditentukan, atau Buruh/Pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, dan sebagainya. Sebenarnya, hal yang utama hanya berkisar pada kemampuan Majikan/Pengusaha untuk memberikan upah dan kemampuan buruh untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang disebutkan terakhir ini apabila dapat menjadi faktor yang menjadikan perusahaan lebih maju, maka otomatis akan terjadi kenaikan upah.

Pada akhirnya, upah  adalah  hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh, baik karena pekerjaan atau karena jasanya.
Komponen Pengupahan Sebagai Dasar Penentuan Upah

Pada dasarnya, upaya untuk memperhitungkan upah bagi Pekerja/Buruh sebagaimana dinyatakan oleh Iman Soepomo dalam Hukum Perburuhan, ada tiga komponen besar, yaitu :

1. Yang berkaitan dengan kebutuhan hidup buruh

2. Yang berkaitan  dengan kesehatan buruh

3. Yang berkaitan  dengan keluarga buruh.

Di dalam praktek semuanya menjadi berkembang, yaitu bahwa yang berkaitan dengan kebutuhan hidup buruh, adalah pangan, sandang dan papan, akan tetapi kemudian berkambang dengan kebutuhan-kebutuhan lain dari buruh yang bersangkutan, diantaranya kebutuhan akan hiburan (refreshing), transportasi, dan lain sebagainya.

Kebutuhan yang berkaitan  dengan kesehatan buruh, juga menjadi berkembang, dari yang semula hanya berupa kesehatan dalam melakukan pekerjaan (dalam lokasi pekerjaan) menjadi kebutuhan kesehatan yang diluar itu, hingga tunjangan yang berupa rawat inap, operasi, melahirkan dan penyembuhan penyakit-penyakit lainnya.

Salah satu pengembangan perhitungan besaran upah juga adanya tunjangan- tunjangan yang berkaitan  dengan keluarga buruh, baik yang berhubungan dengan kesehatan isteri, kehamilan isteri atau pendidikan anak atau anak-anak Pekerja/Buruh. Sebenarnya, apabila dilihat pada substansi  suatu perjanjian kerja, Upah yang diberikan oleh Majikan/Pengusaha kepada  Buruh/Pekerja hanyalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan kata lain, sebenarnya tanggungan atau kewajiban Majikan/ Pengusaha terhadap kebutuhan Buruh/Pekerjanya semakin besar, bahkan bisa menjadi tak terhingga.

Apabila diamati secara lebih jauh lagi, sebenarnya suatu  perjanjian kerja, hanyalah untuk diri Pengusaha/Majikan dengan  diri  Buruh/Pekerja, akan tetapi komponen  pengupahan dewasa ini menjadi banyak ragamnya, dan keadaan ini bisa menjadi semakin beratnya tanggungan pengusaha atau akan menjadikan semakin mahalnya harga produk. 

Apabila Pemerintah menentukan besarnya upah, dengan berpedoman bahwa yang menanggung beban Majikan/Pengusaha saja, maka Majikan/ Pengusaha akan menaikkan produknya, dengan anggapan yang membayar buruh adalah masyarakat.

Berhubungan dengan komponen  besaran upah buruh/pekerja, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Waktu Kerja

Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan waktu kerja, dan waktu kerja tersebut adalah 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 minggu hari kerja atau 8 jam satu hari atau 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggunya (pasal 77). Waktu kerja yang bersangkutan harus dilakukan oleh Pengusaha dengan persetujuan Buruh/Pekerja, sedangkan waktu kerja lembur paling banyak 3 jam per hari atau 14 jam per minggu (pasal 78). Pegusaha/Majikan juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi Buruh/Pekerjanya. Yang dimaksudkan di sini adakah istirahat dalam waktu kerja minimal setengah jam dalam waktu 4 jam kerja berturut- turut dan istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Kemudian juga diadakan hari libur 1 hari kerja untuk masa kerja 6 hari kerja dalam 1 minggu atau  2 hari kerja untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Selanjutnya Pengusaha juga wajib memberikan cuti 12 hari kerja selama buruh/ pekerja bekerja selama 12 bulan berturut- turut.  
Selain itu juga terdapat Istirahat panjang selama 2 bulan bagi Buruh/Pekerja yang telah bekerja selama 7 hingga 8 tahun, atau 1 bulan bagi Buruh/ Pekerja yang bekerja selama 6 tahun. (Pasal 79). Pengusaha juga wajib memberikan kesempatan bagi Buruh/Pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya (Pasal 80). Bagi buruh wanita yang memberitahukan kepada Majikan/Pengusaha juga tidak wajib kerja pada hari pertama dan kedua masa haid (Pasal 81). Bagi Buruh/Pekerja perempuan yang melahirkan memperoleh cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan (Pasal 82).  
Bagi Buruh/Pekerja perempuan yang menyusui diberi kesempatan untuk menyusui anaknya pada waktu kerja (Pasal 83). Buruh/Pekerja yang menggunakan waktu istirahat berhak mendapatkan upah penuh (Pasal 84). Buruh/Pekerja juga tidak wajib bekerja pada hari libur resmi (Pasal 85).

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap buruh/pekerja wajib memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral, dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86). Setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87) 

Nampak, bahwa pada mulanya tanggungan Pengusaha hanyalah membayar upah buruh atas pekerjaan yang telah dilakukannya, tetapi pada perkembangannya Pengusaha harus menjadi penanggung seluruh kebutuhan buruh/pekerja beserta keluarganya. Sebagian besar pembicaraan selalu difokuskan pada buruh beserta kesejahteraannya tanpa mempedulikan bagaimana kemampuannya dalam bekerja, dan sama sekali tidak disinggung apa yang terjadi dengan Pengusahanya.

Sebenarnya di dalam komponen upah dapat dikelompokkan menjadi komponen yang bersifat bulanan, yang bersifat 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan dan ada yang lebih dari satu tahun. Yang disebutkan terakhir ini misalnya Sepatu kulit, yang belum tentu rusak dalam satu tahun, termasuk ikat pinggang dan sebagainya.
Peran Dewan Pengupahan

Banyaknya permasalahan di bidang pengupahan, utamanya dalam kaitannya dengan penentuan upah, utamanya yang berhubungan dengan Kebutuhan Fisik Minimum dan Upah Minimum Regional maupun Lokal, maka dengan Keppres no. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, diaturlah segala hal yang berkenaan dengan Dewan Pengupahan.

Pada ketentuan KEPRES Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan : 

1. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit; 

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung  jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 

3. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenaga kerjaan. 

4. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 

Dewan Pengupahan adalah Lembaga Non-struktural, dalam arti tidak berada di bawah struktur manapun dan sifatnya  Independent, yang bersifat  Tripartit, yaitu antara Pemerintah, Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha.

Pasal 2
Dewan Pengupahan terdiri dari : 

a. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas; 

b. Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov; 

c. Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Depekab/ Depeko. 

Di tingkat Nasional Dewan Pengupahan Nasional disebut dengan Depenas, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi Depekab atau Depeko.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3, Depenas dibentuk oleh Presiden, Depeprov dibentuk oleh Gubernur, sedangkan Depekab/Depeko dibentuk oleh Bupati/Walikota. 

Khusus bagi Kabupaten atau Kota, pada pasal 38 KEPPRES Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yang dibentuk oleh Bupati/ Walikota  bertugas :

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka: 

a. pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSK); 

b. penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota. 

c. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. 

d. Selanjutnya dalam pasal 39 dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Depekab/Depeko dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. 

Keanggotaan  Depekab/Depeko,  terdiri  dari  unsur  Pemerintah,  Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar. Keanggotaan dari Depekab/Depeko dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. 
Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan. Keseluruhan anggota Depekab/Depeko berjumlah gasal. Susunan keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari : 
a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah. 

b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar; 
c. Sekretaris,  merangkap  sebagai  anggota  dari  unsur  Pemerintah  yang  mewakili Satuan Organisasi Perangkap Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang di bidang ketenagakerjaan; 
d. Anggota
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekab/ Depeko dibantu oleh Sekretariat, Sekretariat dibentuk oleh Bupati/ Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dipandang perlu, Depekab/Depeko  dapat  membentuk  Komisi  untuk  melaksanakan tugas tertentu. Keanggotaan Komisi berasal dari Anggota Depekab/Depeko.  Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi diatur  lebih  lanjut  oleh  Ketua Depekab/Depeko.

Anggota Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk  dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko, calon anggota  harus memenuhi persyaratan : 

a. warga negara Indonesia. 

b. berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3) 

c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembang

Anggota Depekab/Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan  dapat  diangkat  kembali  untuk 1 (satu)  kali  masa  jabatan berikutnya.

Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Pemerintah diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo  telah melakukan  pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten sejak tahun 2005.


Calon anggota Depkab/Depeko dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit. 


Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh diatur lebih lanjut oleh Menteri. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan pakar ditunjuk oleh Bupati/Walikota. 
Tata cara pengusulan keanggotaan diatur lebih lanjut oleh Bupati/ Walikota Calon anggota Depkab/Depeko dari unsur pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.

Ketentuan mengenai keterwakilan unsur serikat pekerja/serikat buruh diatur lebih lanjut oleh Menteri. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan pakar ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Tata cara pengusulan keanggotaan  diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota .

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depekab/Depeko diberhentikan apabila yang bersangkutan :

a. Mengundurkan diri; 

b. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

Penggantian anggota yang diberhentikan dengan alasan diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kepada Bupati/Walikota setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan. 

Dalam hal anggota Depekab/Depeko mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada  organisasi atau instansi yang mengusulkan. Organisasi atau Instansi mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang  ketenaga kerjaan  untuk diajukan kepada Bupati/Walikota. 
Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depekab/Depeko dilaksanakan  melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh  dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan  Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depekab/Depeko. 

b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam  bentuk pokok-pokok pikiran Depekab/Depeko; 

c. Pokok-pokok pikiran disampaikan kepada Pemerintah  dalam  bentuk  rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan. 

Depekab/Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Depekab/Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri. 
“Hal tersebut masih akan terus diupayakan perbaikan-perbaikan yang tentu saja disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan Kabupaen/Kota yang bersangkutan” sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Ketenagakejaan Bapak Mahmudi
.
Ketentuan  mengenai  tata  kerja  Depekab/Depeko  diatur  lebih  lanjut  oleh  Ketua Depekab/Depeko. 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depekab/Depeko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di  bidang  ketenagakerjaan  untuk diajukan kepada Bupati/Walikota. 
Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depekab/Depeko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 
a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depekab/Depeko. 

b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Depekab/Depeko; 

c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan. 

Depekab/Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Depekab/Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri. 
Ketentuan  mengenai  tata  kerja  Depekab/Depeko  diatur  lebih  lanjut  oleh  Ketua Depekab/Depeko. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depekab/Depeko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
Kompetensi Dewan Pengupahan

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa khusus bagi Kabupaten atau Kota, pada pasal 38 KEPRES Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yang dibentuk oleh Bupati/Walikota bertugas: Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota dan Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. 
Oleh karena kedudukan Dewan Pengupahan yang menjadi lingkup penelitian ini, adalah Kabupaten/Kota, maka Dewan Pengupahan yang bersangkutan memiliki kompetensi yang berupa memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSK); Guna memberikan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK), maka Dewan Pengupahan harus terlebih dahulu melakukan survey yang berkaitan dengan kebutuhan minimal Para Buruh atau Para Pekerja. Hal inilah yang menyebabkan Dewan Pengupahan harus mendatangi pasar-pasar tradisional di mana Para Pekerja membeli kebutuhan hidupnya, walaupun Dewan Pengupahan hanya mengambil beberapa pasar sebagai sampel penelitian dari seluruh pasar yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya Dewan Pengupahan juga akan mengusulkan suatu sistem pengupahan bagi Para Pekerja dan mengupayakan penerapan sistem pengupahan yang bersangkutan di tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah hukumnya.

Di samping itu Dewan Pengupahan juga menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional, apabila di dalam evaluasi yang telah dilakukan terdapat kelemahan atau kekurangan bagi penerapan sistem pengupahan yang telah dilakukan selama ini. Untuk kewenangan yang terakhir ini, Dewan Pengupahan dapat mempelajari sendiri atau dengan mengadakan studi banding tentang sistem pengupahan di wilayah lain yang dinilai sudah memiliki dan menerapkan sistem pengupahan terhadap Para Pekerja atau Para Buruhnya secara lebih baik.
Kedudukan Buruh (Karyawan) dan Majikan (Pengusaha) Dalam Pengupahan

Sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam suatu perjanjian kerja yang dalam hal ini Perjanjian Perburuhan yang menjadi obyek pada penelitian ini  yang pernah di atur pada pasal 1601 sampai dengan pasal 1603 Burgerlijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata lama, yang istilahnya pada waktu itu adalah  Penyewaan pelayan atau Huur van Dienstboden, nama yang sampai saat ini masih dipergunakan pada  Code Civil Perancis Louage d’auwrage yang di dalam Code Civil Philipines disebut Lease of Work and Service, yaitu Pihak Majikan/Pengusaha mengharapkan hasil kerja Buruh/Pekerja dengan memberikan sejumlah uang sebagai upah, sedangkan Buruh/Pekerja wajib menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan hak untuk menerima sejumlah uang sebagai upah. Perjanjian Kerja ini sifatnya Konsensual, yang artinya sudah sah dan mengikat sejak adanya kata sepakat antara Buruh/Pekerja dengan Pengusaha/Majikan tentang jenis pekerjaan dan besar upah atau gaji.

Nampak ada unsur-unsur yang dapat ditarik dari suatu perjanjian kerja, yaitu:

a. Kesepakatan

b. Kewajiban Majikan/Pengusaha untuk membayar upah

c. Hak Majikan/Pengusaha untuk menerima hasil kerja Buruh/Pekerja

d. Kewajiban Buruh untuk melakukan Pekerjaan

e. Hak Buruh untuk melakukan pekerjaan

Ad. a. Kesepakatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan diperoleh karena kesepakatan antara kedua belah pihak, yang keduanya cakap bertindak dalam hukum, mengenai suatu obyek tertentu dan mengenai sebab yang halal.

Yang dimaksud, adalah bahwa pada awal suatu perjanjian kerja/ perburuhan, antara kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ke tiga atau pihak lain. Terlebih lagi sifatnya  Konsensual. 
Substansi suatu perjanjian kerja sudah baku, sehingga apabila ada intervensi dari pihak ketiga yang bersifat merubah substansi, maka perjanjian yang bersangkutan sebenarnya menjadi batal, karena obyek  perjanjian menjadi tidak menentu.

Berkaitan  dengan jenis pekerjaan dan besaran upah, maka kedua hal tersebut sudah menjadi substansi yang baku yang benar-benar riil  dan  pasti. Tidak mungkin setelah adanya kata sepakat, kemudian diadakan perubahan.
Dengan demikian, tidak dengan begitu saja dapat dilakukan perubahan dalam suatu perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha.
Ad. b. Kewajiban Majikan/Pengusaha untuk membayar upah

Kewajiban Majikan/Pengusaha ini memang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi di sini terjadi pertemuan  antara kemampuan ajikan/Pengusaha  dengan kebutuhan minimal buruh/pekerja, dengan kata lain kesepakatan yang berkaitan dengan besaran upah/gaji tidak hanya karena keputusan sepihak dari Majikan/Pengusaha atau karena keinginan Buruh/ Pekerja, melainkan memang ada titik pertemuan  antara kehendak keduanya.

Apapun yang terjadi, pastilah perjanjian kerja akan batal, apabila Majikan/Pengusaha tidak sepakat atau Buruh/Pekerja tidak bersedia melakukan pekerjaan, karena upah tidak sepadan dengan kebutuhan minimalnya.

Majikan/Pengusaha yang tidak mampu dengan besaran upah, tentunya tidak akan mempekerjakan buruh/pekerja yang bersangkutan, atau sebaliknya buruh/pekerja yang merasa upahnya tidak sesuai juga tidak akan mengambil pekerjaan yang bersangkutan.

Ad. c. Hak majikan/pengusaha untuk menerima hasil kerja buruh/pekerja

Hak majikan/pengusaha untuk memperoleh hasil kerja buruh/pekerja juga merupakan kesepakatan, dalam arti pada awal perjanjian sudah disampaikan dengan jelas, bahwa dengan upah sekian, maka hasil produk dan jenis pekerjaan juga telah tertentu.
Majikan/Pekerja tidak mungkin menekan  kinerja buruh dengan upah yang tidak memadai, demikian pula buruh/pekerja yang melakukan pekerjaan jenis tertentu sesuai dengan upahnya.

Ad. d. Kewajiban Buruh untuk melakukan Pekerjaan

Kewajiban buruh/pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan memang telah disepakati di awal perjanjian, bahkan untuk  over-working  (lembur) juga merupakan kesepakatan. Tidak jarang, kebaikan pekerjaan buruh/pekerja dapat menyebabkan yang bersangkutan memperoleh tambahan (bonus) dari majikan/pengusaha.

Ad. e. Hak Buruh untuk menerima upah.

Hak buruh/pekerja untuk menerima upah sudah disepakati pula sejak awal perjanjian kerja, dalam arti tidak boleh ada intervensi dari pihak lain untuk turut serta menentukan upah buruh yang bersangkutan. Apabila majikan/pengusaha ditekan untuk membayar upah buruh/pekerja di luar kemampuannya, maka akibatnya bisa jadi hutang majikan/pengusaha akan menumpuk dan perusahaan yang bersangkutan akan bangkrut, karena kekayaan lebih kecil daripada hutangnya.

Proses Pembentukan Dewan Pengupahan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

Dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka  Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 561/ 265/ 426.12/ 2014 Tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo masa bakti 2014-2017 Tertanggal 9 Januari 2014 dibentuklah Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II yang lalu, bahwa keanggotaan Depekab/Depeko, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar. Keanggotaan dari Depekab/Depeko dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1.  Yaitu 2 dari Unsur Pemerintah, 1 dari Unsur Pengusaha dan 1 dari Unsur Buruh.

Sebenarnya tidak ada masalah yang ditemui, karena seperti yang telah disinggung di atas, apabila majikan/pengusaha tidak mampu membayar upah, maka sebaiknya Ia akan mencari buruh/pekerja yang mau, atau kalau buruh/pekerja tidak menyetujui upah yang akan diberikan kepadanya, sebaiknya mencari majikan/pengusaha lain, akan tetapi karena adanya Intervensi  Pemerintah, maka keadaan malahan menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan.

Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan. Keseluruhan anggota Depekab/Depeko berjumlah gasal.  

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab II, bahwa susunan keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari  Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah, Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar, Sekretaris,  merangkap  sebagai  anggota  dari  unsur  Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkap Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang di bidang ketenagakerjaan dan Anggota. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekab/Depeko dibantu oleh Sekretariat, Sekretariat dibentuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dipandang  perlu,  Depekab/Depeko  dapat  membentuk  Komisi  untuk  melaksanakan tugas tertentu. Keanggotaan Komisi  berasal dari Anggota Depekab/Depeko. Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi diatur lebih lanjut oleh Ketua Depekab/Depeko.

Anggota Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk  dapat  diangkat  menjadi  anggota  Depekab/Depeko,  calon  anggota  harus memenuhi persyaratan, bahwa yang bersangktan haruslah warga negara Indonesia, berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3) serta memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembang
Anggota Depekab/Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk 1 (satu)  kali  masa  jabatan  berikutnya.

Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Pemerintah diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat  Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. 

Calon anggota Depkab/Depeko dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat  Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk  duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit. 

Ketentuan mengenai keterwakilan unsure Serikat Pekerja/Serikat  Buruh diatur lebih lanjut oleh Menteri. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.  Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan pakar ditunjuk oleh Bupati/Walikota. 

Tata cara pengusulan keanggotaan diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota Calon anggota Depkab/Depeko dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat  Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit. Ketentuan mengenai keterwakilan   unsure Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan pakar ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Tata cara pengusulan keanggotaan  diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota 

Sesuai dengan proses pembentukan Dewan Pengupahan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka terbentuklah Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo dengan Struktur Keanggotaan dan Jabatan Kedinasan sebagai berikut : (lampiran V)
SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN 
KABUPATEN PROBOLINGGO MASA BHAKTI 2014 – 2017

	NNO
	JABATAN DALAM DEWAN
	JABATAN DALAM KEDINASAN

	1.
	Ketua
	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo

	2.
	Wakil Ketua
	Unsur Universitas Pancamarga Probolinggo

	3.
	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo

	4.
	Anggota

a. Unsur Pemerintah

b. Unsur Non PNS

	a. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo

b. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo

c. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo

d. 1 (Satu) orang dari Unsur BAPPEDA Kabupaten Probolinggo

e. 1 (Satu) orang dari Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo

f. 1 (Satu) orang dari Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo

a. 1 (Satu) orang dari Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo

b. 1 (Satu) orang dari Unsur Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten  Probolinggo

c. 1 (Satu) orang dari Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah  Kabupaten Probolinggo

d. 5 (Lima) orang dari Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Probolinggo

e. 5 (Lima) orang dari Unsur Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Probolinggo.

f. 2 (Dua) orang dari Unsur Universitas Pancamarga Probolinggo

g. 1 (Satu) orang dari Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong Probolinggo




Nampak, bahwa unsur Dewan Pengupahan sebagian besar berasal dari unsur Pemerintah Daerah, utamanya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
Peran Serta Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo

Dengan dibentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2014, maka dimulailah peran serta Dewan yang bersangkutan dalam pemberian saran, pemberian pertimbangan dan Perumusan Upah untuk periode tahun  2014.
Peran serta Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo diawali dengan Rapat tertanggal 27 Agustus 2014, yang dimulai pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai dengan lokasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo. (Lampiran VI)
Adapun agenda Rapat dimaksud, meliputi :

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Survey KHL Tahun 2014

2. Penyusunan Kelompok Survey KHL

3. Penyusunan Tata Tertib Survey KHL

4. Pembahasan Komponen Survey KHL

5. Penyusunan Jadwal Survey KHL.

Selanjutnya beberapa materi rapat yang berkaitan dengan peran serta  Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo menurut Bapak Mahmudi selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan
 adalah :

a. Rapat persiapan pelaksanaan survey KHL, sebagai bahan pertimbangan usulan penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Tahun 2015.

b. Yang ditindak lanjuti pada Tanggal 3 September 2014 untuk survey KHL yang sebelumnya di Pasar Dringu dipindah ke Paiton dan selanjutnya ke pasar Semampir-Kraksaan.
c. Kemudian pada tanggal 4 September 2014 melaksanakan Survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang sebelumnya di Pasar Maron dipindah ke pasar Leces.

d. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2014 dilakukan Rekapitulasi Hasil Survey KHL di 3 pasar dan menetapkan Nilai KHL Tahun 2014 yang kemudian dilanjutkan.
e. Pada tanggal 16 September 2014 yang semestinya dilakukan Rapat Pembahasan Usulan Nilai UMK Tahun 2015 sebagai Rekomendasi  kepada Bupati Probolinggo untuk diusulkan sebagai UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 dan baru.
f. Berakhir pada tanggal 24 September 2014 yang ditandai penandatanganan Berita Acara Penghitungan dan Penetapan Nilai KHL 2014 sebagai rekomendasi kepada Bupati Probolinggo untuk diusulkan sebagai UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 
Adapun pelaksana Survey KHL Tahun 2014 tersebut, terdiri dari sebagai mana pada Lampiran VII.
A.  
Tanggal 3 September 2014 

1. Kelompok I

Yang dilaksanakan di Pasar Paiton dan Pasar Semampir oleh Abdul Halim, SH.,MM, MPd (Ketua/UPM), dengan anggota Bambang Jumantoro, SE, Suhardi, SE., SH (APINDO), Ir. Santoso (KSPSI), Sahputra Jaya, SH., MH (STIH Zainul Hasan Kraksaan), Rahendra Wijaya P, ST., Santoso (Disnakertrans), A. Kasian, SPd., MM (Bakesbangpollinmas) 

2. Kelompok 2

Yang dilaksanakan di Pasar Paiton dan Pasar Semampir-Kraksaan   oleh Ir. H. Suyadi Hidayat, MM (Ketua/ UPM), dengan anggota Sarwo Edy, SH., Amin Tohari (KSPSI), Ir. Roed Parahastuti, Drs. Sofyan Hadi (APINDO), Drs. Teguh Sukarsono, MSI (BAPPEDA), Arif Suprayoga. W., SH (Bagian Hukum), Rawit Catur Waspa, ST, Bunari (Disnakertrans).

3. Kelompok 3

Yang dilaksanakan di Pasar Paiton dan Pasar Semampir-Kraksaan oleh Iskak Elly, SE. MM (Ketua/ UPM), dengan anggota Bambang Sukowitono, BSc, Miftakul Chawasa (KSPSI), Dra. Sri Wahyuni (APINDO), Rachmat Hidayanto, Daya Wijaya, ST.,MSI, Mohammad Yunus, ST (Disnakertrans), Nurul Yakan, S.Kom (Bagian Kesra) dan Budi Harja,
B.   Tanggal 4 September 2014

1. Kelompok 1

Yang dilaksanakan di Pasar Leces oleh Abdul Halim, SH.,MM, MPd (Ketua/ UPM), dengan anggota Bambang Jumantoro, SE, Suhardi, SE., SH (APINGO), Ir. Santoso (KSPSI), Heru Munoko, SE (BPS), Sahputra Jaya, SH., MH (STIH Zainul Hasan Kraksaan). Rahendra Wijaya P, ST, Santoso (Disnakertrans), A. Kasian, SPd., MM (Bakesbangpolinmas).

2. Kelompok 2

Yang dilaksanakan di Pasar Leces oleh Ir. H. Suyadi Hidayat, MM (Ketua/ UPM), dengan anggota Sarwo Edy, SH., Amin Tohari (KSPSI), Ir. Roed Parahastuti, Drs. Sofyan Hadi  (APINDO), Drs. Teguh Sukarsono, MSI (BAPPEDA), Arif Suprayoga. W., SH (Bagian Hukum), Rawit Catur Waspa, ST, Bunari (Disnakertrans).

3. Kelompok 3

Yang dilaksanakan di Pasar Leces oleh Iskak Elli, SE., MM (Ketua/ UPM), dengan anggota Bambang Sukowitono, BSc, Miftakul Chawasa (KSPSI), Dra. Sri Wahyuni (APINDO), Rachmat Hidayanto, Daya Wijaya, ST.,MSI, Mohammad Yunus, ST (Disnakertrans), Nurul Yakan, S.Kom (Bagian Kesra) dan Budi Harja.

Pemberian Saran

Langkah Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo yang utama adalah pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, yaitu melakukan Rapat Pembahasan Usulan Nilai UMK Tahun 2015 sebagai Rekomendasi kepada Bupati Probolinggo untuk diusulkan sebagai UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015.

Ada dua hal yang kemungkinan besar menjadi kelemahan pemberian saran oleh Dewan Pengupahan sebagai Rekomendasi UMK Kabupaten Probolinggo kepada Bupati Probolinggo, yaitu :

a. Berkaitan dengan ragam komponen  KHL yang sebenarnya memerlukan  pemilahan, dalam arti tidak disamakan begitu saja dilihat dari kurun waktu kebutuhan.

b. Berkenaan dengan  Fluktuasi  harga komponen KHL dalam waktu sekitar 3 hingga 4 bulan berikutnya, yaitu untuk Bulan Oktober, Nopember dan Desember yang akan menjadi ketetapan per 1 Januari 2015.
(Lampiran IX)
Perubahan harga yang cenderung naik, tetap akan menjadi permasalahan bagi Tenaga Kerja/ Buruh yang ditetapkan UMK-nya. Berkaitan dengan besaran UMK Kabupaten Probolinggo (Lampiran VIII) sesuai dengan  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2015, ditetapkan sebesar Rp 1.556.800,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu, Delapan Ratus Rupiah).

Dari Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo yang direkomendasi sebagai Nilai UMK Kabupaten Probolinggo, sebagai KHL rata- rata adalah Rp 1.500.500,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah).

Dengan demikian Langkah Dewan Pengupahan dalam pemberian saran kepada Bupati Probolinggo untuk menetapkan UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 adalah setelah dilakukan survey KHL ke beberapa pasar yang secara tehnis lebih didominasi oleh Apindo dan KSPSI  untuk  kemudian direkap walau dalam prosesnya banyak melibatkan unsur pemerintah dan non pemerintah juga akademisi.

Pemberian Pertimbangan
Di dalam memberikan pertimbangan sebagai rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo kepada Bupati Probolinggo, yang pertama-tama adalah besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. 
Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia tahun 2014 yang ditentukan oleh masing-masing Pemerintahan Kota/Daerah dari 20 provinsi di Indonesia. Berikut data UMP 2014 di masing-masing Provinsi.
Pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya) dibantu rekomendasi dari Dewan Pengupahan telah membuat dan menetapkan Upah Minimum baru untuk tahun 2014.

Daftar Provinsi Yang Sudah Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014
	NO
	PROVINSI
	KETERANGAN

	
	
	2013
	2014
	Persentase Kenaikan 

	
	
	
	
	

	1
	NANGGROE ACEH D. 
	 Rp   1,550,000
	 Rp   1,750,000
	13%

	2
	SUM UTARA  
	 Rp   1,375,000
	 Rp   1,505,850
	10%

	3
	SUM BARAT  
	 Rp   1,350,000
	 Rp   1,490,000
	10%

	4
	RIAU 
	 Rp   1,400,000
	 Rp   1,700,000
	21%

	5
	KEPULAUAN RIAU  
	 Rp   1,365,087
	 Rp   1,665,000
	22%

	6
	JAMBI    
	 Rp   1,300,000
	 Rp   1,502,300
	16%

	7
	SUMA SELATAN  
	 Rp   1,350,000
	 Rp   1,825,600
	35%

	8
	BANGKA BELITUNG  
	 Rp   1,265,000
	 Rp   1,640,000
	30%

	9
	BENGKULU    
	 Rp   1,200,000
	 Rp   1,350,000
	13%

	10
	LAMPUNG  
	 Rp   1,150,000
	 Rp   1,399,037
	22%

	11
	JAWA BARAT    
	 Rp     850,000
	 Rp   1,000,000
	18%

	12
	DKI JAKARTA   
	 Rp   2,200,000
	 Rp   2,441,301
	11%

	13
	BANTEN 
	 Rp   1,170,000
	 Rp   1,325,000
	13%

	14
	JAWA TENGAH   
	 Rp     830,000
	 Rp     910,000
	10%

	15
	YOGYAKARTA  
	 Rp     947,114
	 Rp     988,500
	4%

	16
	JAWA TIMUR   
	 Rp     866,250
	 Rp   1,000,000
	15%

	17
	BALI   
	 Rp   1,181,000
	 Rp   1,542,600
	31%

	18
	N T B  
	 Rp   1,100,000
	 Rp   1,210,000
	10%

	19
	N T T   
	 Rp   1,010,000
	 Rp   1,150,000
	14%

	20
	KAL BARAT  
	 Rp   1,060,000
	 Rp   1,380,000
	30%

	21
	KAL SELATAN   
	 Rp   1,337,500
	 Rp   1,620,000
	21%

	22
	KAL TENGAH   
	 Rp   1,553,127
	 Rp   1,723,970
	11%

	23
	KAL TIMUR    
	 Rp   1,752,073
	 Rp   1,886,315
	8%

	24
	MALUKU 
	 Rp   1,275,000
	 Rp   1,415,000
	11%

	25
	MALUKU UTARA  
	 Rp   1,200,622
	 Rp   1,440,746
	20%

	26
	GORONTALO  
	 Rp   1,175,000
	 Rp   1,325,000
	13%

	27
	SULAWESI UTARA   
	 Rp   1,550,000
	 Rp   1,900,000
	23%

	28
	SUL TENGGARA
	 Rp   11,25,207
	 Rp   14,00,000
	24%

	29
	SUL TENGAH  
	 Rp     995,000
	 Rp   1,250,000
	26%

	30
	SUL SELATAN    
	 Rp   1,440,000
	 Rp   1,800,000
	25%

	31
	SUL BARAT
	 Rp   1,165,000
	 Rp   1,400,000
	20%

	32
	PAPUA  
	 Rp   1,710,000
	 Rp   1,900,000
	11%

	33
	PAPUA  BARAT 
	 Rp   1,720,000
	 Rp   1,870,000
	9%


Yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo, adalah  besaran upah propinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp 866.250 pada tahun 2013  dan Rp 1.000.000,00 pada tahun 2014.
Pertimbangan kedua yang dipergunakan oleh Dewan Pengupahan, adalah Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Upah Minimum. Pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau  peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. 

Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi  Dewan Pengupahan. Upah Minimum Sektor minimal 5% dari Upah Minimum. Upah Minimum ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum tanggal berlaku. Upah Minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemberi kerja dilarang  membayar  upah lebih rendah dari upah minimum. Sanksi Pidana penjara 1-4 tahun atau denda 100 juta - 400 juta (UU No. 13/2003 pasal 185). 

Pertimbangan ketiga yang dipergunakan, adalah Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sebelum menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvey dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum.
KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
Sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Lebih rinci mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Standar KHL terdiri dari :

1. Makanan & Minuman (11 item)

2. Sandang (9 item)

3. Perumahan (19 item)

4. Pendidikan (1 item)

5. Kesehatan (3 item)

6. Transportasi (1 item)

7. Rekreasi dan Tabungan (2 item)

 Komponen-Komponen Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

	No
	Komponen
	Kwalitas/Kriteria
	Jumlah Kebutuhan

	I
	 MAKANAN DAN MINUMAN

	
	1. Beras  Sedang
	Sedang
	10 kg

	
	2. Sumber Protein :
	
	

	
	     a. Daging
	Sedang
	0.75 kg

	
	     b. Ikan Segar
	Baik
	1.2 kg

	
	     c. Telur Ayam
	Telur ayam ras
	1 kg

	
	3. Kacang-kacangan : tempe/tahu
	Baik
	4.5 kg

	
	4. Susu bubuk
	Sedang
	0.9 kg

	
	5. Gula pasir
	Sedang
	3 kg

	
	6. Minyak goring
	Curah
	2 kg

	
	7. Sayuran
	Baik
	7.2 kg

	
	8. Buah-buahan (setara pisang/pepaya)
	Baik
	7.5 kg

	
	9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu)
	Sedang
	3 kg

	
	10. Teh atau Kopi
	Celup/Sachet
	4 Dus isi 25 = 75 gr

	
	11. Bumbu-bumbuan
	Nilai 1 s/d 10
	15%

	
	JUMLAH
	
	

	II
	SANDANG

	
	12. Celana panjang/ Rok
	Katun/sedang
	6/12 potong

	
	13. Kemeja lengan pendek/blouse
	Setara katun
	6/12 potong

	
	14. Kaos oblong/ BH
	Sedang
	6/12 potong

	
	15. Celana dalam
	Sedang
	6/12 potong

	
	16. Sarung/kain panjang
	Sedang
	1/12 helai

	
	17. Sepatu
	Kulit sintetis
	2/12 pasang

	
	18. Sandal jepit
	Karet
	2/12 pasang

	
	19. Handuk mandi
	100cm x 60 cm
	2/12 potong

	
	20. Perlengkapan ibadah
	Sajadah, mukena
	1/12 paket

	
	JUMLAH
	
	

	III
	PERUMAHAN

	
	21. Sewa kamar
	Sederhana
	 1 bulan

	
	22.Dipan/tempat tidur
	No.3 polos
	1/48 buah

	
	23. Kasur dan Bantal
	Busa
	1/48 buah

	
	24. Sprei dan sarung bantal
	Katun
	2/12 set

	
	25. Meja dan kursi
	 1 meja/4 kursi
	1/48 set

	
	26. Lemari pakaian
	 Kayu sedang
	1/48 buah

	
	27. Sapu
	 Ijuk sedang
	2/12 buah

	
	28. Perlengkapan makan
	
	

	
	        a. Piring makan
	Polos
	3/12 buah

	
	        b. Gelas minum
	Polos
	3/12 buah

	
	        c. Sendok garpu
	Sedang
	3/12 pasang

	
	29. Ceret aluminium
	 Ukuran 25 cm
	1/24 buah

	
	30. Wajan aluminium
	 Ukuran 32 cm
	1/24 buah

	
	31. Panci aluminium
	 Ukuran 32 cm
	2/12 buah

	
	32. Sendok masak
	 Alumunium
	1/12 buah

	
	33. Kompor minyak tanah
	 16 sumbu
	1/24 buah

	
	34. Minyak tanah
	 Eceran
	 10 liter

	
	35. Ember plastic
	 Isi 20 liter
	2/12 buah

	
	36. Listrik
	450 watt
	1 bulan

	
	37. Bola lampu pijar/neon
	25 watt/15 watt
	6/12 (3/12) buah

	
	38. Air Bersih
	 Standar PAM
	2 meter kubik

	
	39. Sabun cuci
	 Cream/deterjen
	1.5 kg

	IV
	PENDIDIKAN

	
	40. Bacaan/radio
	 Tabloid/4 band
	4 buah/ (1/48)

	
	JUMLAH
	
	

	V
	KESEHATAN

	
	41. Sarana Kesehatan
	
	

	
	       a. Pasta gigi
	80 gram
	1 tube

	
	       b. Sabun mandi
	80 gram
	2 buah

	
	       c. Sikat gigi
	Produk lokal
	3/12 buah

	
	       d. Shampo
	Produk lokal
	1 botol 100 ml

	
	       e. Pembalut atau alat cukur
	Isi 10
	1 dus/set

	
	42. Obat anti nyamuk
	Bakar
	3 dus

	
	43. Potong rambut
	Di tukang cukur/salon
	6/12 kali

	
	JUMLAH
	
	

	VI
	TRANSPORTASI

	
	44. Transportasi kerja dan lainnya
	Angkutan umum
	30 hari (PP)

	
	JUMLAH
	
	

	VII
	REKREASI DAN TABUNGAN

	
	45. Rekreasi
	Daerah sekitar
	2/12 kali

	
	46. Tabungan
	(2% dari nilai 1 s/d 45)
	

	
	JUMLAH
	
	


Apabila diperhatikan dengan cermat, maka yang menjadi kebutuhan primer Buruh/Pekerja adalah Makanan & Minuman (11 item), kemudian Sandang (9 item), kemudian baru kebutuhan  Perumahan (19 item) yang tidak harus beli, tetapi bisa kontrak atau sejenisnya. Kebutuhan selanjutnya adalah Pendidikan (1 item), yang tidak harus dengan suatu pendidikan formal yang mahal, karena banyak cara untuk menempuh pendidikan ini.
Kesehatan (3 item) juga menjadi kebutuhan buruh/pekerja, akan tetapi apabila berupa pencegahan tidaklah lebih mahal dibandingkan dengan penanganan. Kebutuhan akan transportasi (1 item) juga semakin banyak alternatifnya, sehingga tidak merupakan kebutuhan yang termasuk keharusan. Kebutuhan akan Rekreasi dan Tabungan (2 item) juga dapat dilakukan dengan cara semurah mungkin dan dengan cara yang tidak harus mahal.

Khusus di wilayah Kabupaten Probolinggo Nilai Kebutuhan Hidup Layak yang ditemukan atas dasar survey dari Dewan Pengupahan sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran. Mekanisme proses penetapan Upah Minimum berdasarkan standar KHL dilakukan:

1. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.

2. Berdasarkan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Tentang  yang mengatur standar KHL, tim survey Dewan Pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nanti hasilnya akan diserahkan kepada kepala daerah (Gubernur dan atau Bupati/Walikota) masing-masing.

3. Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.

4. Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan.

5. Berdasarkan nilai harga survey itu, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain seperti: produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/ Kabupaten/Kota.

6. Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

Komponen Upah Minimum adalah: 
Upah Minimum = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap
Dalam Undang-Undang, ada 3 (tiga) komponen upah yaitu gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah:
a. Gaji Pokok
Gaji pokok adalah adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan Tetap
Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (penjelasan pasal 94 UU No. 13/2003). Tunjangan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah tertentu.
c. Tunjangan Tidak Tetap
Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

Upah minimum “tidak setara” dengan gaji pekerja tiap bulannya (gaji pokok+tunjangan tetap+tunjangan tidak tetap) karena Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, komponen Upah Minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen Upah Minimum. Besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya harus sebesar 75 % dari jumlah Upah Minimum.

UPAH MINIMUM = GAJI POKOK (75% dari Upah Minimum) + TUNJANGAN TETAP (25% dari Upah Minimum)

Contoh: Upah Minimum Provinsi Jakarta sebesar Rp. 1.529.150. Apabila Anda bekerja di DKI Jakarta, perusahaan dilarang membayar pekerja tersebut dengan upah yang lebih rendah dari Rp 1.529.150. Perusahaan juga harus memberikan gaji pokok sekurang-kurangnya 75% dari Rp. 1.529.150 yakni sebesar Rp. 1.146.862. Jadi apabila gaji keseluruhan Anda Rp. 1.600.000 (yang notabene lebih besar dari UMP Jakarta) akan tetapi gaji pokok Anda hanya sebesar Rp. 900.000 (kurang dari 75% UMP Jakarta) maka Anda telah dibayar dibawah Upah Minimum DKI Jakarta.

Pada prakteknya, sering kali jumlah tunjangan menjadi lebih besar dari gaji pokok yang diterima oleh seorang pekerja. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan salah pengertian di dalam hubungan kerja yang akhirnya akan dapat mengganggu hubungan antara pengusaha dengan pekerja.

Karena tunjangan yang diberikan besar maka jumlah gaji keseluruhan (take home pay) dirasa telah melebihi Upah Minimum, padahal Upah Minimum hanya terdiri dari Gaji pokok + tunjangan tetap saja.

Pertimbangan Keempat yang dipergunakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo sebagai Rekomendasi Bupati Probolinggo untuk menetapkan besraan UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015, adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur 2014.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, akhirnya menetapkan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2014 yang tercantum pada Pergub Jatim No 78 Tahun 2013. Penetapan UMK tahun ini terjadi peningkatan di sejumlah daerah di Jatim. Seperti di Surabaya kini bertambah menjadi Rp 2.200.000,-.
Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat UMK Kota Surabaya yang tertinggi. Sedangkan UMK terendah dimiliki Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan serta Magetan, dengan nilai yang sama yakni sebesar Rp 1.000.000,-.

Daftar Lengkap UMK Jatim 2014
	Kota/Kabupaten
	UMK

	KOTA SURABAYA                                 
KABUPATEN GRESIK                            
KABUPATEN SIDOARJO                       
KABUPATEN PASURUAN                    
KABUPATEN MOJOKERTO

KABUPATEN MALANG

KOTA MALANG        

KOTA BATU

KABUPATEN JOMBANG

KABUPATEN TUBAN

KOTA PASURUAN

KABUPATEN PROBOLINGGO
	2.200.000,00

2.195.000,00

2.190.000,00

2.190.000,00

2.050.000,00

1.635.000,00

1.587.000,00

1.580.037,00

1.500.000,00

1.370.000,00

1.360.000,00

1.353.750,00


	Kota/Kabupaten
	UMK

	KOTA PROBOLINGGO

KABUPATEN JEMBER

KOTA MOJOKERTO

KOTA BANYUWANGI

KABUPATEN LAMONGAN

KABUPATEN KEDIRI

KOTA KEDIRI

KABUPATEN BOJONEGORO

KABUPATEN NGANJUK

KABUPATEN SAMPANG

KABUPATEN LUMAJANG

KABUPATEN TULUNGAGONG

KABUPATEN BONDOWOSO

KABUPATEN BANGKALAN

KABUPATEN PAMEKASAN

KABUPATEN SUMENEP

KABUPATEN SITUBONDO

KOTA MADIUN

KABUPATEN MADIUN

KABUPATEN NGAWI
	1.250.000,00

1.270.000,00

1.250.000,00

1.240.000,00

1.220.000,00

1.135.000,00

1.165.000,00

1.140.000,00

1.131.000,00

1.120.000,00

1.120.000,00

1.107.000,00

1.105.000,00

1.102.000,00

1,090.000,00

1,090.000,00

1.071.000,00

1.066.000,00

1.045.000,00

1.040.000,00


	Kota/Kabupaten
	UMK

	KABUPATEN TRE NGGALEK

KABUPATEN PACITAN

KABUPATEN MAGETAN

KABUPATEN BLITAR

KOTA BLITAR

KABUPATEN PONOROGO
	1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00


Besaran Upah Minum sebagaimana dikemukakan di atas, juga menjadi bahan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo, di mana untuk Kabupaten Probolinggo ditetapkan sebesar Rp 1.353.750,00

Keempat hal yang telah dikemukakan di atas menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo sebagai rekomendasi penetapan UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 oleh Bupati Probolinggo, di samping hasil survey Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana yang disajikan pada Lampiran.
Perumusan Besaran Komponen Upah

Dalam penentuan besaran Kebutuhan Hidup Layak, Dewan Pengupahan mengadakan survey pada tiga pasar tradisional yang cukup banyak relasinya, yaitu Pasar Paiton, Pasar Semampir Kraksaan dan Pasar Leces.

Sesuai dengan upaya untuk menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja, maka beberapa Komponen (yang dapat dilihat pada Lampiran IV), adalah meliputi :

1. Makanan dan Minuman

Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah harga- harga Beras, Sumber Protein yang meliputi  Daging, Ikan Segar, Telor Ayam dan Telor Ayam Ras, kemudian Kacang- kacangan, Susu Bubuk, Gula Pasir, Minyak Goreng, Sayur- sayuran, buah-buahan (setara Pisang dan Pepaya), Karbohidrat lain, The atau Kopi dan Bumbu- bumbuan.

2. Sandang

Pengetahuan terhadap harga sandang ini dimonitor dari harga  Celana Panjang, Rok/Pakaian Muslim, Celana Pendek, Ikat Pinggang, Kemeja Lengan Pendek/Blus, Kaos Oblong/BH, Celana Dalam, Sarung/Kain Panjang, Sepatu, Kaos Kaki, Perlengkapan Pembersih Sepatu meliputi Semir dan Sikat Sepatu, Sandal Jepit, Handuk Mandi serta Perlengkapan Ibadah, yang meliputi Sajadah, Mukena/Peci.

3. Perumahan 

Masalah ini diketahui dari harga Sewa Kamar, harga Dipan/Tempat Tidur, Perlengkapan Tidur yang terdiri dari Kasur Busa dan Bantal Busa,  Sprei dan Sarung Bantal, Meja dan Kursi, Lemari Pakaian, Sapu, Perlengkapan Makan yang terdiri dari Piring makan, Gelas minum dan Sendok Garpu,  Ceret Aluminium, Wajan Aluminium, Panci Aluminium, Sendok Masak, Rice Cooker ukuran 1/2 liter, Kompor dan Perlengkapannya meliputi Kompor gas satu tungku, Selang dan Regulator, Tabung gas 3 kilogram, Gas Elpiji, Ember platik, Gayung plastic, Listrik, Bola lampu hemat energi, Air bersih, Sabun cuci pakaian, Sabun cuci piring (colek), Seterika, Rak Piring portable Plastik, Pisau dapur dan Cermin.

4. Pendidikan

Mengenai kebutuhan pendidikan diketahui dari Bacan dan Radio, kemudian Ballpoint atau Pensil.

5. Kesehatan

Hal ini diketahui dari harga sarana kesehatan, seperti Pasta gigi, Sabun mandi, Sikat gigi, Shampoo, Pembalut (Isi 10) dan alat cukur. Kemudian juga deodorant, Obat anti nyamuk, Potong rambur dan Sisir.

6. Transportasi

Hal ini dihitung dari biaya Transportasi kerja dan lain- lain.

7. Rekreasi dan Tabungan

Diperhitungkan pula kebutuhan biaya untuk rekreasi dan Tabungan. Karena hal- hal di atas, maka Nilai Kebutuhan Hidup Layak para Pekerja di atas, maka oleh Dewan Pengupahan  Kabupaten Probolinggo ditetapkan  besaran Kebutuhan Hidup Layak yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukaqn Upah Minimum Kabupaten (UMK) Probolinggo sebesar Rp 1.500.500,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu, Lima Ratus Rupiah) per tanggal 24 September 2014, yang Berita Acaranya ditandatangani oleh Unsur Pekerja, Unsur Pengusaha, Unsur Perguruan Tinggi dan Unsur Pemerintah, untuk kemudian diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo.

Sedikit kelemahan dalam hal ini adalah Nilai KHL Rata- rata diambil dari jumlah KHL yang bersifat Bulanan, Tiga Bulanan, Enam Bulanan, bahkan yang baru dibutuhkan tahunan, ada kemungkinan lebih tepat apabila dirata-rata per waktu kebutuhan, yaitu dengan mengumpulkan kebutuhan sesuai dengan kurun waktu dan dirata-rata masing- masing, baru kemudian dijumlahkan.

Sebagaimana diketahui Nilai KHL Kabupaten untuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 adalah Rp 1.556.800,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kemudian ditetapkan melalui Pergub Jatim Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015 Dengan rumusan penentuan upah yang ada, sebagai contoh pada Tunjangan yang tidak tetap adalah: 

UPAH MINIMUM = GAJI POKOK (75% dari Upah Minimum) + TUNJANGAN TETAP (25% dari Upah Minimum)

Apabila KHL sebesar Rp 1.556.800,00, maka Gaji pokok haruslah mencapai Rp 1.125.375,00 sedangkan tunjangan tetap harus mencapai Rp 375.125,00

Kompetensi Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo Dalam Pengusulan Upah Minimum Kepada Bupati

Sebagaimana yang dinyatakan dalam KEPRES Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dalam hal ini ketentuan pasal 4 dan 5, yaitu:

Pasal 4 

Depenas bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. 
Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugasnya, Depenas dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. 

Kompetensi Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo tidak hanya berkaitan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo saja, Dalam hal ini memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, selain itu di dalam melaksanakan tugasnya, Depekab dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II, maka keseluruhan kompetensi Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo, adalah berkaitan dengan :

1. Atas usulan Bupati menerima tanggungjawab untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan upah minimum Pekerja di wilayah Kabupaten Probolinggo.

2. Membuat kelompok kerja beserta jadwal kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Menjalankan tugas yang paling penting, yaitu melaksanakan survey KHL di beberapa pasar tradisional sebagaimana disepakati  dalam rapat awal dengan pertimbangan dekat kawasan indusstri.
4. Melakukan Rapat Rekapitulasi hasil Survey KHL  di beberapa pasar tradisional yang telah disepakati  dalam rapat
5. Merumuskan UMK Kabupaten Probolinggo  sebagai rekomendasi kepada Bupati Probolinggo guna menetapkan besaran UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2015.
6. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta (apabila dipandang perlu) dalam menjalankan tugasnya.

Peran Buruh (Karyawan) dan Majikan (Pengusaha) 

Pekerja/Buruh atau Karyawan serta Majikan atau Pengusaha juga turut serta bahkan menjadi  suatu keharusan dalam turut serta merumuskan UMK Kabupaten Probolinggo untuk Tahun berikutnya.

Sebagaimana awal terjadinya hubungan kerja, maka perjanjian kerja dilakukan antara Buruh/Pekerja dengan Majikan/Pengusaha. Buruh/Pekerja menyetujui jenis atau macam pekerjaan yang harus dilakukannya, termasuk menyetujui besaran upah yang diperjanjikan, sedangkan Majikan/Pengusaha telah menentukan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Buruh/Pekerja dengan kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang sebagai upah atau gaji. 

Namun demikian oleh karena perkembangan keadaan yang mengakibatkan kebutuhan, baik Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha yang semaki beragam dan semakan berat tantangannya, maka  dalam menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, utamanya besaran upah Buruh/Pekerja menjadi subyek yang harus didampingi oleh suatu Serikat Buruh/Pekerja, demikian pula Majikan/Pengusaha, yang juga harus didampingi oleh Organisasi Majikan/Pengusaha. Karena masalah pengupahan menjadi masalah yang urgen bagi kedua pihak tersebut, maka Pemerintah meresa perlu melakukan Intervensi, sehingga muncullah Dewan Pengupahan yang komponennya terdiri dari Pihak Pemerintah, Pihak Buruh/Pekerja dan Pihak Majikan/Pengusaha.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam KEPPRES Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yaitu :
Pasal 1 angka 2: Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan  bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 
Permasalahan yang berkaitan dengan besaran upah, dan segala sesuatunya harus berhadapan dengan Pihak Majikan/Pengusaha mengakibatkan buruh/pekerja membentuk suatu Organisasi yang dinamakan Serikat Buruh/Serikat Pekerja, yang memiliki tugas memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 

Khusus dengan munculnya Dewan Pengupahan, maka sesuai pasal 7 KEPRES Nomor 107 tahun 2004 dinyatakan degan tegas, komposisi Dewan Pengupahan, sebagaimana dinyatakan, bahwa yang menjadi Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah, kemudian Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi pengusaha, dibantu oleh Sekretaris,  merangkap  sebagai  anggota  dari  unsur  Pemerintah  yang  mewakili instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Para Anggota. Nampak bahwa Ketua adalah dari unsur Pemerintah sedangkan Wakil Ketua adalah dari Serikat Pekerja/Buruh dan Wakil Ketua dari  Organisasi atau asosiasi Majikan/Pengusaha, Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah  diusulkan oleh instansi terkait kepada Menteri Calon anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi  syarat  keterwakilan  untuk  duduk  dalam  kelembagaan  ketenagakerjaan  yang bersifat tripartit 
Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur lebih lanjut oleh Menteri Calon anggota Depenas dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian peran serta Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha adalah sama-sama berkedudukan sebagai Wakil Ketua dalam Dewan Pengupahan yang dibentuk. Dan sesuai pasal 17 KEPRES Nomor 197 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan terdapat pernyataan :

(1) 
Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depenas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Unsur Pemerintah dan atau unsur Serikat Pekerja/Serikat  Buruh dan atau unsure Organisasi Pengusaha dan atau unsur Perguruan  Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depenas. 

b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depenas. 

Dengan demikian nampak, bahwa di dalam pembahasan besaran upah, Majikan/Pengusaha dan Buruh/Pekerja juga turut serta memberikan peranannya.

Tugas Buruh/Pekerja dan Pengusaha/Majikan yang tergabung dalam serikat atau asosiasi juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Probolinggo pada kedudukannya sebagai Dewan Pengupahan. Hal tersebut nampak pada tugas Dewan Pengupahan Kabupaten, yaitu : 

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati  dalam rangka: 
1. Pengusulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);

2. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota. 

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Depekab/Depeko dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. 

Walaupun secara Serikat atau Asosiasi, akan tetapi Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha lebih kuat kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengupahan sebagaimana yang dikemukakan pada pasal 40 KEPRES Nomor 197 Tahun 2004, yaitu :

1. Keanggotaan Depekab/Depeko, terdiri dari unsur Pemerintah,  Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar. 
2. Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. 

3. Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan. 

(4)   Keseluruhan anggota Depekab/Depeko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal. 


Pada akhirnya dapat dikemukakan, bahwa apabila pada perjanjian kerja yang mengadakan perjanjian dan kesepakatan hanya Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha sendiri, akan tetapi dewasa ini peran Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha nampak pada diri Dewan Pengupahan. Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha turut berperanan dalam :

1. Melakukan survey terhadap KHL di beberapa Pasar Tradisional yang dijadikan sampel.

2. Turut serta dalam rapat rekapitulasi hasil survey KHL

3. Turut serta memberikan rekomendari kepada Bupati dalam rangka menetapkan UMK tahun berikutnya.

4. Secara umum Majikan/ Pengusaha dan Buruh/ Pekerja juga turut serta dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan besaran Upah Minum Kabupaten.

5. Turut serta dalam merumuskan besaran Upah Minimum Kabupaten dan

6. Turut serta dalam pengembangan Sistem Pengupahan di wilayah Kabupaten yang menjadi wilayah hukumnya.


Kesimpulan


Dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa proses pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten dalam menjalankan  perannya sebagai pihak yang memberikan  saran, pertimbangan dan merumuskan besaran komponen pengupahan bagi buruh di Kabupaten Probolinggo, dilakukan atas usulan Bupati Probolinggo dengan Komposisi 2 orang dari unsur Pemerintah, 1 orang dari unsur Serikat Buruh/ Pekerja dan 1 orang dari unsur Asosiasi Majikan/ Pengusaha.
Bagi unsur dari Pemerintah diajukan oleh Instansi Terkait, yang kemudian masih ditambah dengan unsur Pakar dari Perguruan Tinggi yang ada.
Bahwa Kompetensi Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo  sehubungan dengan perannya masih kurang maksimal dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten yang akan diusulkan kepada Bupati, mengingat yang berperan utama adalah Buruh dan Pengusaha sendiri sesuai dengan kemampuan kerja buruh dan perusahaan, dilakukan dalam bentuk :

a. Melakukan survey terhadap KHL di beberapa Pasar Tradisional yang dijadikan sampel.
b. Turut serta dalam rapat rekapitulasi hasil survey KHL
c. Turut serta memberikan rekomendari kepada Bupati dalam rangka 
                      menetapkan UMK tahun berikutnya.
d. Secara umum Majikan/ Pengusaha dan Buruh/ Pekerja juga turut serta dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan besaran Upah Minum Kabupaten.
e. Turut serta dalam merumuskan besaran Upah Minimum Kabupaten dan turut serta dalam pengembangan Sistem Pengupahan di wilayah Kabupaten yang menjadi wilayah hukumnya.
Saran

Hal yang dapat disarankan, adalah bahwa unsur Majikan/ Pengusaha haruslah diambil dari Majikan/ Pengusaha yang memiliki kemampuan manajemen yang mumpuni atau mampu, karena apabila unsur Pengusaha/ Majikan hanya diwakili oleh Majikan/ Pengusaha yang kurang mampu akan dapat berpengaruh pada penentuan besaran upah dan penerapan sistem pengupahan.

Pertimbangan yang berkaitan dengan penarikan Wakil Buruh/ Pekerja juga seyogyanya bukan Buruh/ Pekerja yang terbiasa hidup mewah, melainkan harus diupayakan untuk mencari Buruh/ Pekerja yang benar- benar mewakili keadaan Buruh/ Pekerja yang sebenar- benarnya memiliki kebutuhan minimum. Maksudnya kebutuhan minimum Buruh/ Pekerja yang satu dengan yang lainnya akan berbeda sesuai dengan kebiasaan hidupnya selama ini.

Dalam penentuan KHL juga perlu dikelompokkan kebutuhan Buruh/ Pekerja yang harus dipenuhi secara bulanan, tiga bulan sekali, enam bulan sekali dan satu tahun sekali atau lebih, yang masing- masing di rata- rata sendiri untuk kemudian ditambahkan. Sebagaimana diketahui yang bisa dirata-rata hanyalah sesuai yang memiliki kesamaan, yang mengandung perbedaan tidak mungkin dapat ditarik rata- ratanya.

DAFTAR PUSTAKA

B. Perundang-undangan
-------, dan Tjitrosudibio,  Kitab Undang Undang Hukum Perdata,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
Eggy Soedjono, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Buruh,  Dhurat Bahagia, Jakarta, 2007
Keputusan Presiden No.107/2004 Tentang Dewan Pengupahan
Lampiran Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 561/ 265/ 426.12// 2014 Tentang Dewan Pengupahan  Kabupaten Probolinggo 2014-2017
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah minimum Kabupaten/ Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur
Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang  Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbhara, Bandung, 2003
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pustaka Sakti, Jogyakarta, 2005
� Eggy Soedjono, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Buruh,  Dhurat Bahagia, Jakarta, 2007, h. 3


� Ibid., h 4


� Ibid


� Ibid.


� Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004, h. 59


   	� Subekti dan Tjitrosudibio,  Kitab Undang Undang Hukum Perdata,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, h. 59


�Ibid. 


� Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan,  Jakarta, 2003, h. 54





� Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak


� Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah min imum Kabupaten/ Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, h 4


�Iman Soepomo,  Hukum Perburuhan, PT. Jambatan, Jakarta, 2015, h. 39 


�Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pustaka Sakti, Jogyakarta, 2005, h. 15 


�R. Subekti,  Aneka Perjanjian,  Alumni, Bandung, 2006, h. 61 


�Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbhara, Bandung, 2003, h. 7 


�Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan Bapak Mahmudi oleh tim peneliti pada tanggal 17 Oktober 2014.


�Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Ketenagakejaan Bapak Mahmudi oleh tim peneliti pada tanggal 21 Nopember 2014.


� Sumber : Lampiran Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 561/ 265/ 426.12/ 2014 


�Wawancara dengan Bapak Mahmudi selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan tanggal 21 Nopember 2014


�Adanya penurunan harga BBM dari Rp 8.500,00 menjadi Rp 6.700,00 yang ditetapkan berdasarkan harga minyak dunia yang setiap saat bisa pula mengalami kenaikan. 





